WALI KOTA BAUE Ll-]'

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA|BAUBAU
NOMOR : % TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARJFN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

- dan Belanja Daerah;

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAFIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ALI KOTA BAUBAU,

bahwal untuk melak aﬁmakan ketentuan Pasal 11
Peratufran Daerah Nq‘ or 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pdndapatan dan Belanja Daerah
Tahun| Anggaran 2023| perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Baubau tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan|jdan Belanja Daerah sebagai

tindaki lanjut dari Per :-baha'n Anggaran Pendapatan

bahw berdasarkan |} pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam h%’ruf a, perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota t¢ntang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal | 18 ayat (6) LU hdang—Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahlin 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota |(Bau-Bau (Lembaran Negara
Republik Indonesia {f Tahun 2001 Nomor 93,
Tambahan Lembaran|| Negara Republik Indonesia
Nomor 4120); '

Undang-Undang Nomogr 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 42,|Tambahan Negara Nomor 4286);

sebagaimana telah diilbah beberapa kali, terakhir
dengan UndangUndanﬁ Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmcfnisasi Peratu Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahjin 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daer (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Re J blik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denga‘[_: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penet{ pan Peraturan Femerintah Nomor 2 Tahun 2023
tentang Cipta Ke

Menjadi Undang-Undang

| |




10.

11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Rept
Nomor |14, Tambahan
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1

l!lﬁlik Indonesia Tahun 2023
Lembaran Negara Republik

I
Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemeri
Daerah

Indone.si!a Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah No:

itah Pusat dan Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahd

n Lembaran Negara Republik

or 71 Tahun 2010 tentang

Standar; Akuntansi

Perr|1
Republik Indonesia Tahur

rintahan (Lembaran Negara
2010 Nomorl23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah N!’ or 74 Tahun 2012 tentang

2005 telntang Pengelolaar

Pemerintah Nomor 23 Tahun
Keuangan Badan Layanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor | 171, Tambahan
Indonesia Nomor 5340);

Peratur Pemerintah N
Penyelenggaran dan

Pemerintah  Daerah (I

Indones:ia Tahun 2017
Lembaran Negara Republi

Peraturan Pemerintah
Pengeloiaan Keuangan
Republi

Indonesia Tahuy
Lembaran Negara Republik

: Lembaran Negara Republik

mor 12 Tahun 2017 tentang
engawasan Penyelenggaraan
mbaran Negara  Republik

Nomor 73, Tambahan
. Indonesia Nomor 6041);

mor 12 Tahun 2019 tentang
| Daerah (Lembaran Negara
2019 Nomor 42, Tambahan
Indonesia Nomor 6322);

Peratunan Pemerintah Npmor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi l Penyelenggaran Pemerintah
Daerah| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 |Nomor 52, T Lmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nonror 6323);

Peraturan Pemerintah! Nomor 37 Tahun 2023
tentangt Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara| Republik Indongsia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran |[Negara Republik Indonesia
Nomor 6883) ,

Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentangi Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah| (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754); .

Peratu:}'an Menteri Daiﬁlm Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah! serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun|2017 Nomor 1067);

Peratuxl-an Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuan;t»;an Partai PolitilJ (Berita Negara Tahun 2018,
Nomor|630);




Menetapkan

15.
tentang

menjadii Kewenangan

(Lembaran Daerah Kota B

Peraturdan Daerah Kota
tentang| Perubahan ata
Tahun

16.

Urusan Pemerintt

2016 tentang |

ubau Tahun 2013 Nomor 11);

aubau Nomor 2 Tahun 2021
i Peraturan Daerah Nomor 5
embentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota

Baubau

Peraturan Daerah Kota
tentang Pengelolaan Keu

17.

18. Peraturan Daerah Kota

Tahun 2016 Nomor 5).

3aubau Nomor 2 Tahun 2023
1gan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Baubau Tahun 2023 |Nomor 2);

aubau Nomor 4 Tahun 2023

tentang| Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah |Kota Baubau Talun Anggaran 2023 {(Lembaran

Daerah [Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 4.

EMUTUSKAN :

PENJABA
DAN BELA

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksu

1.

Daerah adalah Kota Baubau;

RANCANGAN PERATURA&‘I
AN PERUBAHAN
JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

WALI KOTA TENTANG
i ANGGARAN PENDAPATAN

d dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah|sebagai unsur penyelenggara

o

10.

. Pendapatan Daerah adalah semua hak

pemerintahan daerah | yang
pemerintahan yang menjadi kewenangan

Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;

Keuangan Daerah adalah semua hak

memimpin

pelaksanaan
laerah otonom,;

urusan

kewajiban daerah dalam

an,
rangka penyelenggaraan ’pemerintah daeg!élh yang dapat dinilai dengan

uang serta segala bentuk kekayaan yang

berhubung dengan hak dan kewajiban da
Pengelolaan keuangan c{acrah adalah

dapat dijadikan milik daerah
irah tersebut;

eseluruhan kegiatan meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

pertanggungjawaban, dan pengawasan ke

angan daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahu
dengan Peraturan Daerah;

nan daerah yang ditetapkan

Penerimaan Daerah adalan uang yang mai‘tl.lk ke kas daerah;
|

Pengeluaran Daerah adalan uang yang ke

uar dari kas daerah;
daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekaya ) bersih dan peri]

Dana Transfer Umum adalah dana ya
kepada daerah untuk digunakan sesu
guna mendanai kebufuhan daerah

desentralisasi;

g dialokasikan dalamm APBN
dengan kewenangan daerah
dalam rangka pelaksanaan

¢ode tahun anggaran berkenan;




11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dana Transfer Khusus gdalah dana ya
kepada daerah dengan

khusus, baik fisik maupun non fisik yang

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disin
bersumber dari pendapatan tertentu AP
daerah penghasil berda| arkan angka l
tuyjuan mengurangi ketimpangan ken
pemerintah pusat dan daerah;

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya dis
bersumber dari pendapatan APBN yang
pemerataan kemampuan keuangan ant
kebutuhan daerah dalam [rangka pelaksan

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya

yang bersumber dari péndapatan AP‘B]H
n"l_embantu menandai kegiatan
pgmerintahan yang menjadi

daerah tertentu dengan [tujuan untuk
khusus yang merupakan urusan
kewenangan daerah;

Belanja Daerah adalah
diakui sebagai pengurang nilai kekayaa
anggaran berkenaan;

Pembiayaan adalah setiap penerimaan ya
atau pengeluaran yang| akan diterima

anggaran berkenaan maulpun pada tahun-

ek 7

i dialokasikan dalam APBN

juan untuk .ETImbantu mendanai kegiatan

erupakan urusan daerah;

kat DBH adalah dana yang
yang dialokasikan kepada
ersentase tertentu dengan
mpuan keuangan antara

gkat DAU adalah dana yang
dialokasikan dengan tujuan
ir daerah untuk menandai
aan desentralisasi;

disingkat DAK adalah dana
vang dialokasikan kepada

semua kewajiban pemerintah daerah yang

bersih dalam periode tahun

]J'iig perlu dibayar Kembali dan

- Kembali, baik pada tahun
tahun anggaran berikutnya;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat l-’lebijakan bidang

pendapatan, dan pembiayaan

serta asumsi yang menda'sarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

PPAS adalah program prioritas dan af
diberikan kepada perangkat daerah untul
sebagai acuan dalam penyusunan rencan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementarf

yang selanjutnya disingkat
s maksimal anggaran yang
' setiap program dan kegiatan
a kerja dan anggaran satuan

kerja perangkat daerah;

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan K

érja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disingkat liaKA SKPD adal
rencana pendapatan d belanja SKPD
rencana pendapatan, } belanja dan

h dokumen yang memuat
atau dokumen yang memuat
pembiayaan SKPD yang

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai

dasar penyusunan rancangan APBD;

Program adalah bentuk instrument kebij

kan yang berisi 1 (satu) atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah

untuk mencapai sasaran|dan tujuan pem

jangunan daerah;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu)

atau beberapa satuan kerja perangkat
pencapaian sasaran terukur pada suat
sekumpulan Tindakan p:engerahan sum
atau sumber daya manusia, barang, mt
teknologi, dana, atau kombinasi dari
sumber daya tersebut, sébagai masukan

dalam bentuk barang/ ja|sa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan|
selanjutnya disingkat DPA SKPD adal
pendapatan dan belanj }
umum daerah yang digunakan sebagai
oleh pengguna anggaran.

daerah sebagai bagian dari
1 program yang terdiri dari
er daya baik berupa personil
ydal termasuk peralatan dan
beberapa atau semua jenis
intuk menghasilkan keluaran

Kerja Perangkat Daerah yang
ah dokumen yang memuat

SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

dasar pelaksanaan anggaran




Anggaran Pendapatan dan B
sebesar Rp.1.050.668.330.9
sehingga dalam Perubahan
menjadi sebesar Rp. 1.065.838.580.703, den

1.

Uraian lebih lanjut Perubah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terc
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per
terdiri dari :

|

Pendapatan Daerah

a. Semula

Pasal 2

elanja Daerah T
60 Dbertambah
Anggaran Pen

b. Bertambah /(berkurang)

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah

Perubahan

Belanja Daerah

a. Semula

b. Bertambah /(berkurang)

Jumlah Belanja Setelah|Perubahan

Surplus/(Defisit) Setelah
Perubahan
Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan :

1).Semula

2).Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1).Semula

2).Bertambah /(berkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah

Perubahan

Sisa lebih pembiayaan
tahun berkenaan
Perubahan

anggaran
Setelah

Pasal 3

an Anggaran Pen

ahun Anggaran 2023 semula

sebesar Rp.15.170.249.743
\patan dan Belanja Daerah
n rincian sebagai berikut:

R‘D-:

a| 953.530.691.410,-

(7.790.912.039),-
945.739.779.371,-

987.706.067.700,-
23.058.253.511 ,-

Rp.

Rp.

Rp!

Rp

1.010.764.321.211,-
| (65.024.541.840),-

97.137.639.550,-

i 22.995.902.782 ,-

Rp!

Rp:

120.133.542.332,-

62.962.263.260,-
(7.853.262.768) .-

RI:_

Rp}

Rp

Rp:

55.109.000.492,-

65.024.541.840,-

0,00

dapatan dan Belanja Daerah

antum dalam Lampiran yang

‘aturan Wali Kota Baubau ini




1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran II
4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pas:
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota B;

Ringkasan Penjaba

n Perubahan APBD Yang

diklasifikasi menur It kelompok, jenis, objek,

rincian objek,
pembpiayaan;
Penjabaran Peruba

Pemerintahan
Kegiatan, Sub Kegi

ndapatan, belanja dan

l-rljn APBD menurut urusan
Daerah,

Organisasi, Program,
an, Kelompok, Jenis, Objek,

Rinc:ian Objek, endapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Daftjar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Hibah;

Daftar Nama Pene
Besﬁran Bantuan So

Daftar Nama Penerima,

besaran bantuan k
khusus
bantuan keuangan;

Daftar Nama Pene

vang diterima

ma, Alamat Penerima, dan
gial,
alamat penerima dan

uangan bersifat umum dan
serta SKPD pemberi

rima, Alamat Penerima dan

Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Kota;

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan

Pemerintahan Dae
Kegl;atan, Sub Kegia
Rincian
Perﬂbiayaan;

Rincian DBH-SDA
dan| Pertambangan

rah, Organisasi, Program,

zan, Kelompok, Jenis, Obyek,
Objek Pendapatan,

Belanja dan

Pertambangan Minyak Bumi
Gas Alam/Tambahan DBH-

Minyak dan Ga Bumi menurut Urusan
Pen:ierintahan Dagﬁah, Organisasi, Program,
Kegfatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian  Objek,
I
Pembiayaan;

Rincian Dana Tam
Uru'san Pemerint
Program, Kegiatan

da

Sinkronisasi
Kal:*upaten /Kota p
Rancangan Peratur
Ran'cangan Peratus
Penjabaran APBD
Perbatasan Negara.

Pembiayaan;

Pasal 4

Kebijakan

Pendapatan, Belanja dan

pbahan Infrstruktur menurut
an  Daerah, Organisasi,
Sub Kegiatan, Kelompok,

Jer‘{s, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja

Pemerintah Provinsi/
a Daerah Perbatasan Dalam

Daerah tentang APBD dan
an  Kepala Daerah tentang
, dengan Program Prioritas

W3 merupakan bagian yang
aubau ini.




Ir',_ ’

Pelaksanaan penjabaran P
Peraturan Wali Kota ini
pelaksanaan anggaran SK
perundang-undangan yang be

Peraturan Wali Kota Baubau i
Agar setiap

Peraturan Wali Kota dengan
Baubau.

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 27/ (0 /

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,

N

SAIDO BONSAI

BERITA DAERAH KOTA BAUE

ni mulai berlaku

orang mengetahuinya,

Pasal 5

erubahan APBIL}

o

yvang ditetapkan dalam

penempatannye

2023

|
meflenntahkan

Pj. WALI

dituangkan Ilebih lanjut dalam dokumen
PD sesuai derjgan ketentuan peraturan
rlaku. |

Pasal 6

pada tanggal diundangkan.

. pengundangan
idalam Berita Daerah Kota

Ditetapkan di Baubau

=1
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